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2014 – 2015. 
II. 
1 (satu). 
Rapat Panja. 
Kamis, 5 Februari 2015. 
11.20 WIB – 12.45 WIB. 
Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1. 
Jakarta. 
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
menjadi UU.  
Saan Mustopa, MSi. 
Endah Sri Lestari, SH., MSi. 
20 orang, izin 2 orang dari 35 Anggota Panja. 
 

 

KESIMPULAN/KEPUTUSAN 

I. PENDAHULUAN 
 

1. Rapat Panitia Kerja (Panja) dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Perppu UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU dibuka pada pukul 11.20 WIB oleh 
Ketua Panja, Saan Mustopa, M.Si. 

2. Ketua rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan 
kepada Tim Ahli untuk menjelaskan hasil kajian harmonisasi terhadap draf RUU 



tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 
UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
menjadi UU usulan Komisi II. 

 
 

II. POKOK PEMBAHASAN 
Terhadap materi muatan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Perppu UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota menjadi UU mendapatkan tanggapan/masukan dari Anggota 
sebagai berikut:  
1. Diusulkan agar tidak ada toleransi terhadap calon kepala daerah yang 

melakukan perbuatan melawan hukum yang didalamnya termasuk tindak 
pidana korupsi dan narkotika/obat terlarang. 

2. Diusulkan agar judul RUU disempurnakan sehingga tidak terkesan berdiri 
sendiri. 

3. Terkait dengan terminologi uji publik perlu dirumuskan mekanisme seperti apa 
supaya ada kepastian dan tidak membingungkan.  

4. Rumusan yang terkait dengan ketentuan ancaman pidana perlu dipertegas 
dan harus berlaku secara universal. 

5. Diusulkan agar rumusan dalam ketentuan Pasal 7 huruf q perlu diperjelas 
yang terkait dengan tidak memiliki konflik kepentingan supaya tidak 
menimbulkan multi tafsir. 

6. Perlu dipertimbangkan kembali secara cermat terhadap ketentuan Pasal 168 
ayat (2) yang terkait dengan jumlah wakil kepala daerah yang ditentukan 
berdasarkan jumlah penduduk. 

7. Dalam melakukan harmonisasi perlu diperhatikan bahwa yang terkait dengan 
tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah dilakukan simulasi dan 
hasilnya menolak ketentuan yang terdapat dalam Perppu Nomor 1 Tahun 
2014. 

8. Diusulkan agar proses harmonisasi terhadap RUU tentang Perubahan atas 
UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu UU Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU dapat segera 
diselesaikan oleh Badan Legislasi, sehingga pembahasan RUU dengan 
Pemerintah juga dapat diselesaikan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 
2014-2015. 

9. Apabila pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Perppu UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU tidak dapat diselesaikan pada 
Masa Persidangan II, maka akan berdampak pada waktu pelaksanaan Pilkada 
yang akan mundur.   

 
 

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 
 

Semua tanggapan/masukan yang telah disampaikan oleh Anggota akan menjadi 
bahan pertimbangan Panitia Kerja (Panja) dalam melakukan pengharmonisasian, 



pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Perubahan atas UU 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu UU Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU usulan Komisi II. 

 
 

Rapat ditutup pada pukul 12.45 WIB. 

 
 
 
 

Jakarta, 5  Februari  2015 
 

      A.N. KETUA RAPAT 
     SEKRETARIS RAPAT  

 

 

             ENDAH SRI LESTARI, SH.,MSi. 
                                                                         NIP.197104031996032001 

 
 

 


